
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
6 TAHUN 201 I TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. baiwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
perlu ditinjau kembali dan disesuaikar dengan
perkembangan saat ini;

b. balwa berdasarkaa pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerair
tentang Perubaian Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lu\r'u Timur Nomor 6 Tahun 2O1l Tentang Retribusi lzin
Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun
l98l Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara republik
Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara
di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega,ra Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Nomor
4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba-ran
N(gara Republik Indonesia Taiun 2008 Nomor 59,
Tatnbahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor
4a44);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
Pcmcrintithan Dalerah (Lembaran Negara Tahun 20
Nomor 126, Tambahan t embaran Negara Nomor 4,138);

6. Undang-Undang
Daerai darl Retri
Indonesia tahun

{
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Negara Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor l2 Ta}lun 20l1 tenlanePembenlukan peratu ran peru ndang_u ndang"n (1";L;;";
Negara Repubiik Indonesia Tanun 20il Nt-oi--Sr,
Tambahan kmbaran Negara Republik Inaonesia tfom;;
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 5g tahun 2OO5 tentang
Pengelolrran keuangan Daerah (Lembaran Negara nepufriif
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 1.+O, tambahin Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3g tairun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah]
Pemerintah Daerah provinsi, dafl pemerintah Daerair
kabupaten/Kota (Lembamn Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, tambahan limbarar Negara
republik Indonesia Nomor 4737);

lO. Peraturan Pem€rintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
{Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Ta}run 2Ol1
Nomor 6);

Dengafl Persetuj uar Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI''AT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

MenCtAPKarI : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUV/U TIMUR NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikal Bangunal (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O11 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentua,n Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

{l) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunar dinilai dengan
menggunakan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan
dan rencana penggunaan bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks.

(3) Besamya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat i2) ditetapkan sebagai
berikut:
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INDEKS PARAMETER FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
DENGAN LINGKUP KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU DAN

REHAB RI,]NOVASi

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian Tarif IMB dengan
Indeks Jenis Bangunan.

Tarif IMB : 1yo x Luas Bangunan x Nilai Bangunan per m2

Retribusi IMB : Tarif IMB x Indeks Fungsi Bangunan
i*
ll'\i'

No FUNGSI
BANGUNAN

JENIS BANGUNAN
INDEKS

BANCUNAN
BARU

INI]I.]KS
REHAB/

RENOVASI
(l) (21 (s) (.+) (s)

0,2 5

0,o0

0,o0

0,00

0,50

o 50

0,00

1,50

0,50

2,OO

o,00
0,50

0,00

3,00

0 o5

0 50

0,00

0,00

1,OO

0,00

1,00

4,00

1,00

o,00
1,00

a. Rumai Tinggal Tunggal
Sederhana, metiputi Rumah
Inti Tumbuh, Ruma_h
Sederhana Sehat dan Rumah
Deret Sederhana

b. Selain Rumah Tinggal
Tunggal Sederhana dan
Rumah Deret Sederhana

c. Paga.r

a. Mesjid/Mushola, Gereja,
Vihara, Klenteng, Pura da,
bangunal pelengkap
keagamaan

b. Pagar

a. Perkantoran Komersial, Pasar
Modem, Ruko, Rukan,
Mall/Supermarket, Hotel dan
Restoran

b. Pagar

a. Bangunan Gedung Kantor
Milik Negara/ Daerah,
meliputi bangunan gedung
kantor lembaga eksekutif,
legislatif dan judikatif

b. Pagar
c. Selain Bangunan Gedung

Mitik Negara/ Daerah
d. Pagar

a. Hotel-apartemen-mall-
sttopping center- sport ltall-
hiburan, dsb.

b. Pagar

l

)

.+

)

Keagamaan

Sosial dan
Budaya

Ga]rda/
Campuran

Hunian

Usaha

0,o25

I
?
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2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

Tarif Retribusi Izin Mendirikal Bangunan untuk pembangunan baru sebagai
berikut :

a. Fungsi Hunian : loh X Nilai Bangunan per m2 X
Luas Bangunan X Indeks
Bangunan Baru

b. Fungsi Sosiat dan Budaya : lyo X Nilai Bangunan per m.2 X
Luas Bangunan X Indeks
Bangunan Baru

c. Fungsi Ganda/Campuran i 1o/o X Nilai Bangunan per m) X
Luas Bangunan X Indeks
Bangunan Baru

d. Fungsi Usaia : L0/0 X Nilai Bangunan per m2 X
Luas Bangunan X Indeks
Bangunan Baru

e. Pagar : lol" X Nilai Bangunan per mr X
Luas Bangunan X Indeks
Bangunan Baru

f. Untuk bangunan dengan konstruksi khusus, meliputi Tower, Mena-ra Air,
Kolam Renang, Pertamina/SPBU, Dermaga/ Pelabuhan dan bangunan
pelengkap lainnya, Kilang Minyak, Bangunan Industri {pabrik), DAM,
bangunan pengelolaar air, dan jembatan dihitung berdasarkan Rencana
Anggara! Biaya {RAB) dikalikan 3,5 7" (tiga koma lima persen).

3. Kelentuan t'asal 10 diubah sehingga l)erbunyi sebagai berikut :

Pasal lO

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk perubahan/rehab bangunan
sebagai berikut :

a. Bangunan Hunisn : loh x Nilai Bangunan per m2 X

b. Bangunan fungsi Sosial dan Iludava

Luas Bangunan x lndeks
Rehab/Renovasi

1% x Nilai Bangunan per m2 X
Luas Bangunan X Indeks
Rehab/Renovasi

1% X Nilai Bangunan Per m' X
Luas Bangunan X Indeks
Rehab/Renovasi

l% x Nilai Bangunan per m2 x
Luas Bangunan X Indeks
Rehab/Renovasi

1% X Nilai Bangunan per m2 X
Luas Bangunan X Indeks
Bangunan Rehab/ Renovasi

Bangunan 1!ngsi Ganda/ Campur:rnC

e

t."

d. Bangunan fungsi Usaia

Bangunan Pagar

+

? l

t-





PENJELASAN

ATAS

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
6 TAHUN 201 1 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM
Perubahan Atas Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor

6 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, mengurangi
indeks, tingkat penggunaan jasa dal tarif ini dilakukan karena beberapa
ta-rif pada objek retribusi terlalu besar. Dengan diturunkannya besaran
indeks, tingkat penggunaan jasa dafl tardf retribusi izin bangunan ini,
diharapkan tidak haaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,
tetapi juga Pemerintah Daerah dapat lebih optimal dalam rargka
memberikan pelayanan terhadap pemohon izin sehingga setiap izin yang
diberikan betul betul dapat memberikan ketertiban dan kepastian
hukum bagi pemilik izin selaku subjek retribusi yang dilayarti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1

Ayat I
1. 1. Hunian :

1.1.a. Rumah Tinggal Tunggal Sederhana, Meliputi ;

Rumai Sederhana adalah Rumah yang
tidal< bersusun, luas lantai tidal< lebih dari
70 m2, luas kapling 54 m' 20O m'?, biaya
pembangunan per m'? tidak lebih dari biaya
pembangunan / m" pada daerai setempat.

- Rumah Sederhana Sehat adalai Rumah
yang dibangun dengan menggunakan bahan
bangunan dan konstruksi sederhana akan
tetapi masih memenuhi standar kebutuhan
minimal dari aspek kesehatan, keamanan
dan kenyamanan, type 21, 36 dengan tinggi
rata-rata langit langit 2,8M

- Rumah Deret Sederhala adalah Rumah
deret yang terdiri da-ri lebih dali 2 {dua) unit
hunian, tidak bertingkat, konstruksi
sederhana, menyatu satu sama lain.
Rumah lnti Tumbuh adalah pembangunan
rumah yang diawali dengan luas yang lebih
kecil {type 2f,22,27) dan dilanjutkan
pembangunan sampai ukuran / luas
minimum type 36
Rumah Sangat Sederhana adalah bangunan
rumah tidak bertingkat/bersusun, luas
lantai tidak lebih dari 36 m', biaYa
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pembangunan per m2 setengah dari biaya
pembangu nan rumair sederhala

1.1.b.Selain Rumah Tinggal Tunggal Sederhana darl
Rumah Deret Sederhana adalah bangunan
rumah/hunian yang tidak sederhana,
bertingkat/ 2 lantai atau lebih.

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
4b

Jenis Bangunan sosial budaya yang dikenakan retribusi IMB
adalah bangunan yartg pembiayaannya buka! bersumber dari
angga.ran negara/ daerah :

a. bangunan olahraga;
b, bangunan pemakaman;
c. bangunan kesenian/kebudayaan;
d. bangunan perbelanjaan (pasar tradisional);
e. sarana umum lainnya (terminal, halte bus, dsb);
I bangunan pendidikan;
g. bangunan kesehatan;
h. bangunan panti jompo, panti asuhan dan sejenisnya

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3

Angka 4
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMtsARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 67
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KETEN'TUAN 

PERAL1HAN

?*H3tr,'i#L[:q*s"#ri*'i**:s'*r:n:'It":t*",$I]s

(satu) bab, Yakni BAB XIV A,

Ditetapkan di Malili
2012

Pasal 11

peraturan Daerah ini mulai berraku oada tanggal diundangkan 
ran peraruran

'{#P.#;'*"-sgxnn:}:";'sxi';rHf fr i*0t0""""*.,

Timur

pada tanggal t

BUPATI LUWU

ANDI HATTA M

10 AguEtul

TlMUR,

Diundangkan di Malili

L.l-,-L' ' 10 rsuatut 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABI]PATEN LUWU TIMUR'

1

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 6
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